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Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka
dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tetang tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi;

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

Keputusan Lembaga Administrasi Negara, Nomor 239/ix/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014
tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 03 Tahun 2010,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Tahun

2010 Nomor 03 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA  : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,

merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan
Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja,
Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai
dokumen Rencana Strategis.

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene
pada tanggal : 04 Januari 2017
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Bupati Sidenreng Rappang sebagai Laporan

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk diketahui
Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene
Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene
Pertinggal



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

: 08 TAHUN 2017

: 04 Januari 2017
PENETAPAN
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
1 Nama Unit Organisasi
2 Tugas
3 Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sidenreng Rappang

Mengkaji dan Merumuskan Rancangan Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
mengkoordinasikan dan menyusun pedoman pelaksanaan
tugas, mengelolah bahan perumusan kebijakan bidang
perizinan, melaksanakan pengawasan, evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu sesuai dengan peraturan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta membuat laporan
secara berkala.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mempunyai fungsi :

a). Merencanakan operasional pelaksanaan kegiatan Dinas
Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan rencana
kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b). Mendistribusikan tugas kepada sub bagian dan seksi
lingkup Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu sesuai dengan uraian tugas sub bagian dan seksi
masing-masing untuk kelancaran pelaksanan tugas;

c). mengatur pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
bidang tugas masing masing agar terjadi singkronisasi

pekerjaan.
No Sasaran Strategis Inc.llkat'or Formulasi Sumber Data
Kinerja
1. Meningkatnya Terpenuhinya | >Realisasi Dunia Usaha dan
Kualitas Pelayanan | Jumlah Jumlah Izin Masyarakat yang
Perizinan Layanan X 100% membutuhkan izin
Perizinan >Target Izin
2. Meningkatnya Jumlah Nilai Dunia Usaha dan
Iklim Investasi dan | Investasi > Realisasi Nilai Masyarakat yang
Realisasi Investasi | berskala Investasi (Rp) membutuhkan izin
yang Kondusif nasional X100%
(PMDN /PMA) | >Target Investasi (Rp)
Rasio Daya Dunia Usaha dan
serap Tenaga | >Pengaduan yang diselesaikan Masyarakat yang
Kerja X100% | membutuhkan izin
> Pengaduan yang ada
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Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, berdasarkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010,
wajib ditunjuk dengan surat keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada setiap satuan
kerja setiap awal tahun bila menggunakan APBD. Namun bila menggunakan APBN, pengangkatan
pengelola pengadaan (PPK, ULP yang ditunjuk oleh satker yang bersangkutan, dan PPHP) dapat diangkat
dan diberlakukan tanpa mengenal batas akhir pemberlakuan anggaran (Perpres 53/2010).

Jumlah anggota PPHP disesuaikan dengan kompleksitas dan nilai pekerjaan. Untuk pengadaan barang/jasa
s.d. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hanya pejabat dan pekerjaan bersifat sederhana dapat
dilakukan oleh satu pejabat penerima hasil pekerjaan.

Semua proses serah terima pekerjaan harus diketahui (ditandatangani) oleh PPHP termasuk dalam proses
pengadaan langsung, khususnya untuk pekerjaan yang menggunakan SPK sebagai dasar pembayaran.
Meskipun pada prinsipnya penyerahan barang/jasa oleh Penyedia ditujukan kepada PPK.

Panitia/Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan bertugas menerima dan memeriksa pekerjaan yang kemudian
dilaporkan ke PPK. Serah terima barang/jasa selanjutnya kepada PA/KPA dilakukan oleh PPK (pasal 11
ayat (1) huruf g).

PPHP hanya bertugas untuk memastikan barang/jasa yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan waktu
yang sudah ditetapkan sebagaimana ketentuan di dalam kontrak beserta lampirannya. BA Serah Terima
tersebut selanjutnya diserahkan ke PPK untuk ditindaklanjuti. Bilamana terdapat indikasi adanya mark up,
dapat disampaikan kepada aparat pemeriksa internal disertai dengan bukti yang cukup.

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bertugas memeriksa dan menerima penyerahan
barang/jasa dari penyedia untuk setiap paket sesuai yang tercantum didalam kontrak. Pemeriksaan barang
tidak harus dilakukan sekaligus pada akhir kegiatan. Tetapi dapat dilakukan secara bertahap. Misalnya
untuk acara seminar di hotel, pemeriksaan jasa akomodasi dapat dilakukan pada akhir acara tetapi
pemeriksaan seminar kit dilakukan sebelum acara dimulai, karena seminar kit tersebut sudah habis
dibagikan pada akhir acara. Di samping itu PA/KPA harus menyediakan anggaran yang cukup untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan dari PPHP tersebut.

Berita acara dibuat pada waktu penyerahan barang/jasa dari Penyedia kepada Panitia/Pejabat pemeriksa
hasil pekerjaan (PPHP). Keterlambatan penyerahan pekerjaan karena kesalahan pengguna barang



(PPK/PPHP), maka penyedia tidak dikenakan denda. Oleh karena itu jadwal serah terima pekerjaan harus
disepakati terlebih dahulu antara pengguna (PPK/PPHP) dengan penyedia dengan memperhatikan
ketentuan yang ada di dalam kontrak.

Tugas Panitia Pemeriksa Barang sama dengan tugas serta kewenangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
Bila memungkinkan nama dengan istilah pada Pepres No.54 Tahun 2010 saja yang digunakan. Namun
bila hal tersebut bermasalah dengan pencairan honor dapat digunakan istilah lama untuk sementara waktu
hingga dilakukannya perubahan istilah di DIPA (revisi POK), tidak masalah menunjuk orang yang sama
untuk kedua kepanitiaan tersebut.

Penyerahan barang/jasa dilakukan oleh Penyedia Barang Jasa. Namun penyerahan pekerjaan tersebut
kepada PPK baru dapat dilakukan bilamana disetujui Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah
Penyedia Barang/Jasa.

PPHP tidak hanya memeriksa pekerjaan tetapi juga mencantumkannya didalam berita acara pemeriksaan,
sehingga PPHP tetap melakukan penerimaan pekerjaan walaupun untuk nilai sampai dengan
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Untuk nilai tersebut (tidak menggunakan SPK), PPHP dapat
mencantumkan persetujuan atas serah terima tersebut di dalam kuitansi yang ditandatangani oleh PPK.

PPHP bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan dari Penyedia dan menuangkannya didalam
Berita Acara Serah Terima Barang. Kemudian PPHP menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada PPK.
PPHP hanya bertanggung-jawab pada proses pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan saja.

Pembayaran honor PPHP dapat menggunakan honor pejabat pemeriksa barang, jika tugas dan wewenang
pejabat pemeriksa sama dengan PPHP. Hal ini digunakan untuk sementara waktu hingga dilakukannya
perubahan istilah di DIPA (revisi POK).

Pejabat penyimpan dan pengurus barang tidak diatur dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010. Jika
jabatan tersebut dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan, maka satker dapat mengangkat
pejabat tersebut. Pejabat penyimpan dan pengurus barang tidak terkait dalam proses pengadaan barang
jasa. Mengingat proses pengadaan barang dan jasa dinyatakan selesai jika telah dilakukan pembayaran
pekerjaan/masa pemeliharaan berakhir. Penyimpanan dan pengurusan hasil pengadaan tidak lagi menjadi
tugas PPK, melainkan merupakan tugas user atau pengguna barang.

Mekanisme pemeriksaan hasil pekerjaan dapat mengacu kepada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010
maupun ketentuan Permendagri No. 17/2007, sepanjang kedua aturan tersebut tidak bertentangan. Dalam
hal terdapat ketidaksesuaian antara kedua peraturan tersebut, maka gunakan peraturan yang lebih tinggi.

Jumlah anggota PPHP disesuaikan dengan kompleksitas dan nilai pekerjaan. Untuk pengadaan barang/jasa
yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pekerjaan bersifat sederhana
dapat dilakukan oleh satu pejabat penerima hasil pekerjaan.

Penerimaan barang dilakukan setelah ada persetujuan dari PPHP. PPHP tidak boleh menerima barang
yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. PPHP merekomendasikan kepada PPK untuk
mengganti barang tersebut. Dengan demikian PPK tidak boleh menandatangani SPP kalau PPHP dan
barang yang diperjanjikan tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.



TUGAS DAN TANGUNG JAWAB PPHP

TUGAS DAN TANGUNG JAWAB PPHP

PPHP / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah salah satu pihak dalam pengadaan
barang/jasa pemerintah yang sangat menentukan apakah hasil dari pengadaan barang/jasa
tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak/perjanjian antara penyedia dengan PPK
atau tidak, walaupun kedudukan atau keberadaan PPHP tidak terlalu diperhaikan dan

dipermasalahkan dalam sebuah instansi, tetapi tugas dan tanggung jawab PPHP sangat berat.

Tugas utama PPHP sebagaimana dalam pasal 18 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
adalah melakukan pemeriksaan/ Pengujian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai yang
tercantum alam dokumen kontrak, yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis,
jumlah/volume/kuantitas, mutu/ kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan apakah
sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak atau tidak, serta membuat bertia acara hasil

pemeriksaan dan pengujian tersebut.

Sehingga seorang PPHP harus memahami setiap spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan
dan memahami setiap jenis-jenis kontrak yang digunakan. Apabila didalam
pemeriksaan/pengujian dibutuhkan tenaga tekins maka KPA dapat membentuk Tim teknis/
Menunjuk Tenaga Ahli untuk membantu Tugas PPHP (pasal 18 ayat 6 an 7 Perpres 70 tahun
2012)



Di dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah, ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf e disebutkan bahwa syarat syarat PPHP adalah:

1. PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

2. Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari
instansi sendiri maupun instansi lainnya.

3. Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.

4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
memahami isi Kontrak;

memiliki kualifikasi teknis;

menandatangani Pakta Integritas; dan

tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

(PPSPM) atau Bendahara.
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Tidak ada syarat khusus dalam pasal tersebut sebagai seorang PPHP (misalnya harus
bersertifikat dll,) bahkan seorang PPHP hanya dilarang menjabat sebagai PPSPM dan
bendahara, banyak pertannyaan pada satuan kerja pada Madrasah Negeri (MAN, MTsN dan
MIN) Apakah boleh PPHP dijabat rangkap oleh PPK atau Pejabat Pengadaan/ Panitia
Pengadaan/ anggota Pokja, atau anggota ULP, karena larangan dalam Peraturan Presiden
tersebut hanyalah dilarang dirangkap oleh PPSM atau Bendahara.

Kalau berdasarkan aturan Perpres memang hal tersebut tidak dilarang, tetapi dari segi etika
pengadaan, saya berpendapat itu kurang tepat, karena dapat menimbulkan konfilik of interest [
pertentangan kepentingan, sorang pejabat pengadaan memeriksa barang yang diadakan
sendiri, seorang PPK memeriksa barang yang dia kontrakan sendiri, ya bisa kita pikir sendiri

seandianya hal tersebut terjadi????

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PPHP.

Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh PPHP baik masalah itu dapat
berampak hukum (karena merugikan negara) maupun masalah yang berdampak melanggar

administrasi, permasalahan tersebut diantaranya :

1. Sebagaimana disebutkan dalam Perpres 54 tahu 2010 tugas PPHP adalah menguji dan
memeriksa kualitas serta kauntitas barang/ jasa yang di hasilkan dari proses tersebut,
PPHP tidak ada tugas untuk mengkritisi kelebihan harga, asalkan spesifikasi, jenis, jumlah
sesuai yang tercantum dalam kontrak dan diuji sudah berfungsi dengan baik, datang
tepat waktu maka PPHP wajib membuat berita acara pemeriksaan barang tersebut dan
menyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan. namun ada beberapa kasus pengadaan
barang apabila dilihat harganya tidak wajar, ada terjadi kelebihan harga / Markup harga,

apabila di cek dari harga pasaran, baik memalui internet atau memalaui toko-toko



penjual barang, hal ini kadang terjadi masalah bagi PPHP apabila dalam pemeriksaan
auditor menganggap ini sebagai temuan yang dikategorikan merugikan negara, maka
posisi PPHP sebagai pihak yang menerima pekerjaan sedikit banyak akan dikait-kaitkan
dari masalah tersebut, walaupun sesungguhnya kesalahan tersebut kemungkinan terjai
karena HPS yang dibuat PPK terlalu tinggi, kemudian Pejabat pengadaan/ Pokja ULP tidak
melakukan kaji ulang terhadap HPS yang dibuat oleh PPK, proses pengadaan secara
pengadaan langsung, sehingga tidak ada persaingan.

. Masalah yang kedua adalah PPHP merupakan tugas tambahan bukan tugas pokok dari
seorang pegawai, apabila PPHP tersebut melaksanakan dinas luar/ keluar kota dalam hal
melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tupoksinya sebagai seorang pegawai sesuai
dengan jabatannya, maka apabila proses pengadaan barang/jasa yang telah selesai pada
tanggal PPHP tersebut akan terjadi kesulitan dalam hal pemeriksaan, apabila dibuat
berita acara pada hari tersebut PPHP tidak ada di tempat, dan apabila di buat berita
acara setelah PPHP pulang dari dinas luar maka, akan terjadi keterlambatan dalam berita
cara penyelesaian pekerjaan, sehingga penyedia wajib dikenakan dena, yang itu tidak
mungkin dapat diterima oleh penyedia karena bukan kesalaan pada penyedia. ada solusi
untuk memecahkan masalah tesebut misalnya dengan mempercayakan tugas PPHP
kepada seorang teman yang dapat dipercaya untuk memeriksa barang pada saat datang,
dan pada saat PPHP pulang dari dinas luar baru barang tersebut baru diperiksa oleh
PPHP untuk memasitikan keseuaian barang dengan kontrak, setelah sesuai baru dibuat
berita acara dengan tanggal pada saat barang datang (mengambil langkah yang lebih
aman walaupun secara administrasi itu tidak dapat dibenarkan). Dan setelah itu baru
diproses pencairannya.

. Masalah ketiga, PPHP tdak pernah mengikuti kronologi pengadaan dari awal, mulai dari
apa yang dilakukan PPK dari survey harga, menentukan spesifikasi teknis dan membut
HPS, samapi dengan proses pada pejabat pengadaan/ ULP, PPHP hanya tahu setelah
pekerjaan selesai, kemudian memeriksa apakah barang sesuai dengan kontrak/ tidak.
apabila terjadi kasus perbedaan antara barang/jasa yang disediakan oleh penyedia tidak
sesuai dengan yang teruang didalam kontrak, maka PPHP tidak akan mau membuat
berita acara yang menyatakan pekerjaan sudah selesai dengan baik, pada saat terjadi hal
yang demikian yang sering terjadi adalah, bukan barangnya yang diganti untuk
menyesuaikan spesifikasi yang ada pada dokumen kontrak, tapi kebanyakan dokumen
kontraknya yang diganti menyesuaikan barang yang ada, tetapi harga masih tetap sama.
Secara persis PPHP tiak tahu mana yang salah karena memang tidak mengetahui
kronologinya, setelah kontrak dan spesifikasi diperbaiki/ disesuaikan dengan barang
maka mau tidak mau PPHP harus membuat berita acara pemeriksaan dan menyatakan

bahwa barang yang ada sudah sesuai dengan dokumen kontrak.



Itulah resiko seorang PPHP, sering tidak dianggap dalam proses pengadaan, tetapi
tanggungjawabnya sangat besar, PPSPM, Benahara dan PPK mencairkan uang dengan acuan
sudah diperiksa PPHP, sehingga keputusan PPHP untuk menyatakan sesuai / tidaknya barang

tersebut dengan kontrak sangat menentukan.



